
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2Ot9

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN SEMENTARA ( PPAS) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2O2O

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 87 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 menyatakan
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala
Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun
anggara:l berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
tahun anggaran berikutnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O
disebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan ppAS
yang telah dibahas, disepakati bersama menjadi KUA dan
PPAS dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan
DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nqrror 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOS tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangun€rn ltillional;



4. undang-undang Nomor 33 tahun 2aa4 Tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah:

5. undang-undang Nomor rr ?ahun zaar kntang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 20OS_202S;

6. undang-undang Nomor tg rahun 2o0g tenta.ng pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

7 . undang-undang Nomor tz Tahun z0 r 1 tentang
Pembentukan peraturan perundang-Undangan;

8. undang-undang Nomor 6 ?ahun z0i4 ieniang Desa

9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah sebagaimana teliah diubah beberapa
kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun eois
tentang Penlba-han Kedr:a Atas Lindang-undang Narnor 2B
Tahun 2Al4 tentang pemerintahan Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pqrak
Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2oo1 tentang
Retribusi Daerah;

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2o0s tentang
Pengelolaan Keuangan Badatr Layanan umum sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor ?4 Tahun
201,2 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 2oos tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor s6 Tahun 20og
tentang Sistirn Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan r4at
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor zl rahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun zal4 bntang
Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun
2074 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2alz
teiitarrg Peruba}-an Kedua atas peraiuran pernerintah lrlomor
43 Tahun 2al4 tentang Peraturan pelaksanaan undang-
Und.ang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa;
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Peraturan Pemerintah Nomor ls rahun 2016 tentans
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun zaLT tentang
Man4iemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor lz ?ahun zoLT tentang
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahai
Daerah;

Peraturan Pernerintah Nomor 1g rahun zan tentang HakKeuangan dan Administrasi pimpinan dan Anggota Dewan
Penrralritor.r floLua| hao-^I^.- v. 'rwr"AGa .t.{JrJcat vA,Lrfl-tj-,

Feraturan Pemerintah Namar 2 ?ahr:n ?o1g ientang $tandar
Pelayanan Minimat;

Pers-tr-rran Penoerintah Nom.cr lz rahun zai,g ientang
Pengelol;aan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabutrmten Rembang Nomor Ig rahun
2os6 tentaeg Pokok * pokok pengelolaan-i<ruarrga' Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor s ?ahun 2016
lentang Pembentukan d*n $ueunar: perangka.t Daerah
Kabupaten Rernbang;

Hasil Rapat Badan Ansgara,n rlsrvan per."*raHlan Ralg,at
!*oh Kabupalen nffitang dengan Tim Anggaran
Femerintah Daerah Kabupaten Remba"g t"nggul re a&stus
2S19.

XEMUf{,SKi,I{ 3

Menyetr4iui Rancangan Kebiiat€n umum Anggaran {KUA} clanRancangan prioritas Ftafon Anggararr sirnentsia 1irr,tslAnggerar' Fendapatan dan Belaqia Daerah Kabupaten nemuan[
?ahun Anggaran zfizo menjadi Kebiiakan umum Anggaran dai
Belanja Daerah {KUA} dan prioritas plafon .tnggilan prey
Angaran Pendapatan dan Betanja Daerah xabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2OZA sebagaimaaa terlampir .

$enyerahkan proses selar{utnya sebagaknana diktum KESATU
Keputusan ini kepada Bupati Rembang-.

Keputusen ini mulai bertraku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Aguetus tO19

PIMPINAN
DEWAN PER\'VAKII"AN RAKYAT DAERAH

UPATEN REMBANG

H.G


